BAB 111
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program pembinaan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat di Balai
Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta adalah berupa pembinaan mental dan
keterampilan pembuatan tas dari kain perca dan kipas. Kegiatan pelatihan
keterampilan, yang bekerja sama dengan dinas tenaga kerja dan CV kurnia
Jaya. Dengan hasil bahwa, narapidana mampu mengembangkan usaha
ekonomi produktif, dari keterampilan yang diberikan. Untuk kegiatan usaha
mandiri maupun mengembangkan usaha yang ada.

2. Faktor-faktor penghambat pembinaan bagi narapidana yang mendapat
pel epasan bersyarat di balai pemasyarakatan adalah :

a Jumlah petugas di balai pemasyarakatan kelas 1 Y ogyakarta, yang tidak
sebanding. dengan-juml ah. narapidana.yang mendapat pelepasan bersyarat
di Balal Pemasyarakatan kelas 1 Y ogyakarta.

b. Kendala dibidang permodalan.

c. Kendalapadatempat untuk melakukan pembinaan narapidana.
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B. Saran

1. Perlu penambahan jumlah petugas, di baa pemasyarakatan kelas 1
Yogyakarta. yang merupakan tenaga ahli di bidang pemberian pelatihan
keterampilan. agar dapat memberikan pembinaan kepada narapidana secara
optimal.

2. Perlunya perhatiaan dari pemerintah untuk memberikan anggaran kepada
balai pemasyarakatan. Mengingat balai pemasyarakatan memberikan andil
yang cukup besar, dalam membina narapidana dan memberi modal kepada
narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat. Sebagai bekal narapidana
membuka usaha mandiri.

3. Perlu peluasan bagunan baa pemasyarakatan, guna memenuhi atau
mencukupi sarana_dan prasarana dalam_proses pembinaan. Sehingga
diharapkan pembinaan dapat dilaksanakan dengan lebih baik untuk

selanjutnya.
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